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ABSTRACT

BPJS (Social Insurance Administration Agency) Health will pay the irst-level health facilities 
with capitation. For advanced level referral health facilities, Health BPJS pay package system 
Indonesia Case Base Groups (INA-CBGs). INA-CBGs system is a classiication of patient care 
episode that designed to create classes that are relatively homogeneous in terms of resources 

used and contained patients with similar clinical characteristics. Hospitals will receive pay-

ments based on the average amount spent on a group diagnosis.
This was qualitative study. The informants were 6, devided into 3 person as main informants 
and 3 triangulation informant, they were selected by snowball sampling techniques. The in-

depth interview data was transcripted in March 2016 then analyzed by the content analysis.
Diferent diagnoses and medical procedures for standard medical services of doctors in hospi-
tals with INA-CBGs standards, for example, premature infarction (KPD) should be performed 
by Sectio Caesarea (SC) up to 6 hours while INA-CBGs for early SC delivery within 24 hours.
The hospital needs to increase the number of coding teams, hospital veriiers, and BPJS 
oicer, and monitor and evaluate doctors, medical records, and hospital internal veriiers by 
clinical micro system under SIM-RS and coding units.

Keywords: medical diagnosis, INA-CBGs, Premature rupture of membranes.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Un-

dang-Undang No. 40 pada tahun 2004 ten-

tang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 

pasal 1, mengamanatkan bahwa jaminan so-

sial wajib bagi seluruh penduduk termasuk 

dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

melalui Undang-Undang Nomor 24 tahun 

2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Jam-

inan Sosial Nasional yang diselenggarakan 

oleh BPJS, terdiri atas BPJS Kesehatan dan 

BPJS Ketenagakerjaan (1-2).

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di 

Indonesia dimulai sejak tanggal 1 Januari 

2014. Pelaksanaan JKN oleh Badan Penye-

lenggaran Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS 

Kesehatan) secara umum bertujuan memper-

mudah masyarakat dalam upaya mengakses 

pelayanan kesehatan dan mendapatkan pe-

layanan kesehatan yang bermutu. Di dalam 

JKN, pembayaran ke RS oleh BPJS Kese-

hatan menggunakan sistem Indonesia Case 

Base Groups (INA-CBGs) dan kapitasi. INA-

CBGs adalah suatu pengklasiikasian dari 
episode perawatan pasien yang dirancang 

untuk menciptakan kelas-kelas yang relatif 

homogen dalam hal sumber daya yang digu-

nakan dan berisikan pasien-pasien dengan 

karakteristik klinik yang sejenis. Kebijakan 
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INA-CBGs dan kapitasi menjadi bahan mon-

itoring dan evaluasi pelaksanaan JKN dan 

BPJS Kesehatan. Akan tetapi, ketentuan ini 

tidak dibekali dengan informasi perubahan 

kualitas layanan kesehatan pasca penera-

pan sistem pembayaran prospektif.  Hal ini 

akan membuat BPJS Kesehatan tidak dapat 

mengukur potensi kerugian inansial yang 
diakibatkan implementasi INA-CBGs, setida-

knya pada tahun pertama penyelenggaraan 

JKN. Walaupun belum dapat dibuktikan, na-

mun sistem JKN sudah menunjukan adanya 

gejala fraud. Dikhawatirkan kejadian fraud 

layanan kesehatan akan semakin membe-

sar dan membawa kerugian dalam sistem 

pembiayaan kesehatan. Fraud (kecurangan) 

adalah tindakan secara sengaja melakukan 

kesalahan terhadap kebenaran untuk tujuan 

mendapatkan sesuatu yang bernilai atas ker-

ugian orang lain (3-7).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Kesehatan akan membayar kepada 

fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan 

sistem pembayaran Kapitasi Berbasis Komit-

men (KBK). Untuk fasilitas kesehatan rujukan 

tingkat lanjutan, BPJS Kesehatan membayar 

dengan sistem paket atau grouping diagnosa 

penyakit berdasarkan severity yaitu Indonesia 

Case Base Groups (INA-CBGs). Sistem INA-

CBGs adalah suatu pengklasiikasian dari 
episode perawatan pasien yang dirancang 

untuk menciptakan kelas-kelas yang relatif 

homogen dalam hal sumber daya yang digu-

nakan dan berisikan pasien-pasien dengan 

karakteristik klinik yang sejenis. Rumah Sakit 

akan mendapatkan pembayaran berdasarkan 

rata-rata biaya yang dihabiskan untuk suatu 

kelompok diagnosis. Salah satu contoh dari 

tindakan fraud pada sistem INA-CBGs ada-

lah pengelompokkan diagnosa medis pada 

pasien dengan diagnosa ketuban pecah dini 

(KPD), yang seharusnya penangannya ada-

lah persalinan menggunakan metode Sectio 

Caesarean (SC) (10-14).

RS X terindikasi mengalami fraud pada 

hal tersebut dengan sistem pelayanan stan-

dar INA-CBGs, padahal sebelum diterapkan 

BPJS Kesehatan sebagai metode pemba-

yaran pasien, RS X tidak ada permasalahan 

yang menyangkut hal demikian. SC bisa ma-

suk pada data diagnosa medis baik diagno-

sa primer maupun sekunder, dan hal itu juga 

muncul di bagian tindakan medis, padahal 

menurut keilmuan medis bahwa SC bukan 

salah satu diagnosa tetapi merupakan tinda-

kan medis persalinan.

Berdasarkan permasalahan yang timbul 

di rumah sakit tersebut, peneliti merumus-

kan masalah antara lain menanyakan ke-

pada informan tentang maksud dari konsep 

INA CBGs tersebut, dokter spesialis yang 

menangani pasien apakah sesuai dengan 

kompetensi keilmuan, ataukah dokter yang 

harus menurut sistem dari INA-CBGs agar 

semua diagnosa dan tindakan bisa diklaim-

kan, apakah sering terjadi kesalahan dalam 

permasalahan diagnosa dan tindakan SC, 

dan bagaimana peranan dari rekam medik 

di rumah sakit untuk memasukkan ke sistem 

grouping tentang diagnosa dan tindakan SC.

Tujuan dari penelitian ini adalah meneliti 

apakah terjadi sebuah perbedaan diagnosa 

dan tindakan medis pada standar pelayanan 

medis dokter spesialis obstetri ginekologi 

dengan kasus Ketuban Pecah Dini (KPD) dan 

tindakan Sectio Caesaria (SC) berdasarkan 

INA-CBGs, karena panduan teknis keilmuan 

untuk memutuskan tindakan SC pada pasien 

KPD berdasarkan peraturan POGI adalah pa-

sien dengan penyulit maksimal 6 jam, tetapi 

pada peraturan JKN adalah 24 jam.

Berdasarkan kejadian tersebut per-

lu dilakukan penelitian tentang perbedaan 

sistem pelayanan medis dokter dengan stan-

dar INA-CBGs.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian 

ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendeka-

tan fenomenologi. Penelitian dalam pan-

dangan fenomenologi bermakna memahami 

peristiwa dalam kaitannya dengan orang da-

lam situasi tertentu. Penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif, yang bertujuan memper-

Perbedaan Sistem Pelayanan Medis Dokter dengan Standar INA-CBGs... Faik Agiwahyuanto

39



oleh gambaran suatu keadaan secara objek-

tif dan menggunakan metode kualitatif yaitu 

metode penelitian yang digunakan untuk me-

neliti pada kondisi obyek yang alamiah, dima-

na peneliti adalah sebagai instrumen kunci, 

teknik pengumpulan data dilakukan secara 

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan makna dari pada general-

isasi (8).

Penelitian ini adalah studi kualitatif den-

gan pendekatan fenomologis. Data dikumpul-

kan dengan memberikan pertanyaan kepada 

informan, kemudian digali lebih mendalam 

pada saat itu. Apabila menemui data yang 

kurang, maka peneliti melanjutkan diskusi 

kembali (8).

Metode pengumpulan data yang digu-

nakan yaitu dengan cara : data dikumpulkan 

melalui wawancara mendalam (in depth inter-

view) kepada informan tenaga kesehatan di 

RS X. Di dalam transkrip wawancara berisi 

daftar pertanyaan yang menyangkut variabel 

penelitian. Untuk menggali data pada infor-

man, maka peneliti memakai metode Snow-

ball Sampling Method. Snowball sampling 

method adalah teknik pengambilan sampel 

dengan bantuan key-informan, dan dari key 

informan inilah akan berkembang sesuai pe-

tunjuknya. Dalam hal ini peneliti hanya men-

gungkapkan kriteria sebagai persyaratan un-

tuk dijadikan sampel informan (8).

Informan penelitian terdiri dari Informan 

utama dan informan triangulasi. Jumlah in-

forman dalam penelitian kualitatif tidak dapat 

direncanakan secara pasti karena salah satu 

tujuannya untuk memperoleh informasi se-

banyak-banyaknya, penelitian informan akan  

berakhir  bila  sudah  terjadi  kejenuhan  atau 

pengulangan. Informan utama antara lain 3 

orang dokter spesialis yaitu dokter spesialis 

obstetri ginekologi; dokter spesialis anak; dan 
dokter umum, sedangkan informan triangu-

lasi terdiri dari 3 orang yaitu Direktur rumah 

sakit, veriikator internal rumah sakit, dan 
Ketua Instalasi Rekam Medis dan Koding(8). 

Setelah data terkumpul semua dari informan, 

peneliti akan mentraskripsi hasil wawancara 

mendalam, kemudian akan diolah menggu-

nakan cara analisis data. Metode analisa data 

yang digunakan adalah dengan metode kont-

en analisis atau kajian isi. Jadi yang diambil 

sebagai sumber data dalam penelitian ada-

lah isi dari wawancara mendalam, yang di-

hubungkan dengan panduan wawancara dan 

permasalahan yang diangkat sebagai tema 

penelitian(13). 

 

HASIL

Kotak 1 menunjukkan semua dokter sudah 

memahami pengertian dan konsep dari INA-

CBGs. Apabila sudah memahami konsep 

Kotak 1. Hasil wawancara mendalam dengan informan utama dan 

informan triangulasi tentang konsep INA-CBGs

Tema: Konsep INA-CBGs

Informan Jawaban

IU 1 Semua dokter mungkin sudah memahami pengertian dan konsep dari INA-CBGs....

IU 2 .... dokter dalam menangani pasien sudah sesuai dengan kompetensi 

masing-masing dan tahu tentang konsep INA-CBGs....

IU 3 ....dokter tahu tentang INA-CBGs....

IT 1 ....dokter tahu tentang konsep INA-CBGs....

IT 2 Dokter tahu tentang konsep INA-CBGs....

IT 3 Dokter tahu tentang konsep INA-CBGs berdasarkan Permenkes No. 27 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Sistem INA-CBGs....

Kesimpulan : 

Para informan mengetahui konsep INA-CBGs yaitu petunjuk teknik bagi koding untuk pemeriksaan 

dan diagnosis.
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Gambar 1. KPD dijadikan sebagai Diagnosa utama dan SC emergency menjadi diagnosa 

kedua serta tindakan SC tipe spesiik dijadikan tindakan.

Gambar 2. KPD dijadikan sebagai Diagnosa kedua dan SC emergency menjadi diagnosa 

pertama serta tindakan SC tipe spesiik dijadikan tindakan.
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Tema: Telah dibentuk Clinical Micro System  sebagai badan khusus untuk menengahi permasalah-

an antara pihak komite medik dengan dewan direksi untuk mengatasi masalah sistem JKN

Informan Jawaban

IU 1 Perlu dibentuk tim veriikator untuk memveriikasi dari RS dengan membentuk clinical 
micro system sebelum ke BPJS. Bisa berkonsentrasi untuk memveriikasi Askes, Jam-

sostek, Jamkesmas, dan BPJS....

IU 2 Upcoding ada.... 

IU 3 Clinical Micro System sudah dibentuk....

IT 1 Clinical Micro System dengan Ketua Pak Ari.... 

IT 2

IT 3 .... Saat ini Pak Ari yang menjadi Ketua Clinical Micro System. Clinical Micro System 

dibentuk sejak BPJS jalan.... 

Kesimpulan : 

Di RS X sudah dibentuk tim veriikator dan Clinical Micro System yang dipimpin dari unsur yang me-

wakili bagian Rekam Medis, bagian Komite Medik, bagian Pelayanan Medik, dan bagian Pelayanan 

Non Medik untuk menengahi permasalahan antara pihak komite medik dengan dewan direksi untuk 

mengatasi masalah sistem JKN.

Kotak 2. Hasil wawancara mendalam dengan informan utama dan informan triangulasi tentang

badan khusus untuk menengahi permasalahan antara pihak komite medik dengan 

dewan direksi untuk mengatasi masalah sistem JKN

INA-CBGs yang diterapkan di rumah sakit, 

maka dokter akan bertindak dalam penanga-

nan pasien lebih berpikir tentang klaim dan 

pencairannya. Memang semua bentuk biaya 

pasien ketika dilayani pemeriksaan dan per-

awatan kesehatan sudah ditanggung dari 

BPJS Kesehatan, tetapi dokter juga memikir-

kan hak-nya tentang jasa medis.

Kejadian yang sering terjadi tentang pen-

gubahan atau upaya fraud terliat pada gam-

bar 1 dan 2.

Berdasarkan data di program INA-CBGs 

tersebut sudah jelas bahwa dengan kasus 

yang sama terjadi tarif yang berbeda, dan hal 

tersebut menjadi celah terjadinya upaya fraud 

di rumah sakit.

Kejadian pengisian data pada program 

INA-CBGs tersebut merupakan suatu hal 

yang biasa pada rumah sakit, dimana ujung 

tombak dari suksesnya klaim adalah pada 

tenaga rekam medis. Diagnosa primer dan 

diagnosa sekunder, serta tindakan adalah 

suatu hal yang sangat riskan, karena keti-

ka terjadi salah pengisian, maka tidak bisa 

diklaimkan, atau klaim sangat kecil. Contoh 

pada gambar 1 dan gambar 2, hanya beda 

pada diagnosa primer dan sekunder, walau-

pun sama pada tindakan yang dilakukan, 

maka hasil grouping akan berbedam ketika 

hasil grouping berbeda, maka besaran klaim 

juga akan berbeda.

Pada kotak 2 terlihat di RS X sudah diben-

tuk tim veriikator dan Clinical Micro System 

dengan Ketua “dr. A” untuk menengahi per-

masalahan antara pihak komite medik den-

gan dewan direksi untuk mengatasi masalah 

sistem JKN.

PEMBAHASAN

Konsep INA-CBGs pada RS X sudah dipa-

hami hampir semua petugas medis, terutama 

dokter yang melayani pasien. Berdasarkan 

hasil wawancara mendalam, bahwa Dokter 

yang menangani pasien sebenarnya sudah 

sesuai dengan kompetensi masing-masing 

(sesuai dengan keilmuan). Dokter juga tidak 

mungkin ceroboh dalam menegakkan diag-

nosa medis dan memberikan tindakan me-

dis, hal ini dibuktikan dengan dokter selalu 

mengawalinya dengan pemeriksaan secara 
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holistik, kemudian memberikan tindakan dan 

terapi medis pada bagian tubuh pasien yang 

mengalami abnormalitas saja. Selain itu, dok-

ter juga menuliskannya pada daftar rekam 

medik untuk dijadikan bukti dan catatan me-

dik. Dokter juga harus menuliskannya pada 

form BPJS Kesehatan pasien untuk dijadikan 

bahan klaim rumah sakit ke pihak BPJS Kes-

ehatan, kalau ditolak klaimnya, itu urusannya 

dari tim koding dan pihak internal manajerial 

rumah sakit serta veriikator internal rumah 
sakit.

Untuk permasalahan diagnosa medis di 

spesialis anak, spesialis obsgin, dan dokter 

umum, seperti tindakan bedah Sectio Cae-

sarea itu bukan suatu diagnosa medis, tetapi 

merupakan tindakan medis, yang dimana un-

tuk menegakkan dan menjalankan tindakan 

tersebut harus melalui pemeriksaan dan per-

timbangan dari segi medis apapun dan be-

nar diagnosa utama untuk tindakan tersebut. 

Segala bentuk tindakan medis dan diagnosa 

medis yang ditegakkan harus sesuai dengan 

tanda dan gejala pasien, pemeriksaan secara 

holistik harus dilakukan oleh semua dokter. 

Penerapan ICD-IX dan ICD-X benar-benar 

menjadi acuan dokter dan rekam medis untuk 

penulisan di rekam medis. 

Menurut informan triangulasi 1, INA-CBGs 

adalah urusan dari veriikator dan rekam me-

dik, sedangkan dokter tidak mengurusi hal 

tersebut. Dokter adalah mengurusi pasien 

dan keluhannya. Menurut informan triangula-

si 2 yang paling banyak melakukan kesala-

han adalah dokter umum dan spesialis. Di 

bagian Instalasi Rawat Inap (IRNAP). Karena 

salah kode maka BPJS Kesehatan meno-

lak klaim RS karena dokter spesialis banyak 

salahnya. Permasalahan yang terjadi pada 

klaim adalah rata-rata salah dokter. Revisi 

kode banyak terjadi di Instalasi Rawat Inap 

(IRNAP). Kejadian yang pernah timbul adalah 

tidak singkronnya data dari dokter baik dokter 

umum dan spesialis dengan data di program 

grouping INA-CBGs untuk proses klaim ru-

mah sakit pada BPJS Kesehatan.

Pendapat berbeda menurut informan trian-

gulasi 3, bahwa dokter sebetulnya tidak salah 

hanya BPJS yang salah baca dan tarif masih 

belum tertata. Fungsi ICD sebagai rujukan ter-

api dan diagnosa medis di RS ini yaitu men-

cari kode diagnosa utama. Contohnya Sectio 

Caesarea (SC) dengan Ketuban Pecah Dini 

(KPD) jadi diagnosa utama muncul operasi 

sebagai diagnosa utama Cephalopelvic Dis-

porpotion (CPD) dan Pre Eklampisa Berat 

(PEB). ICD itu sudah benar karena berdasar-

kan Permenkes No. 27 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Sistem INA-CBGs.

Menurut POGI (Persatuan Dokter Obste-

tri Ginekologi Indonesia) bahwa pasien den-

gan KPD (Ketuban Pecah Dini) maksimal 6 

jam itu harus dilakukan tindakan SC (Sectio 

Caesarea), karena dikhawatirkan komplikasi 

perdarahan, kematian pada ibu dan bayi. Hal 

itu yang menjadi rujukan pada RS X pada pe-

layanan SC. Untuk BPJS Kesehatan apapun 

patologis pada ibu hamil melahirkan dimulai 

dari KPD, hipertensi, asma, dan presbo atau 

sungsang wajib dilakukan SC. Untuk memu-

nculkan SC di grouping INA-CBGs, maka pi-

hak RS dan veriikator RS memasukkan SC 
pada Primary Diagnostic. SC itu sebenarnya 

bukan diagnosa medis. Itu adalah prosedur 

atau tindakan medis. SC dengan KPD bukan 

kaidah koding.

Berdasarkan kejadian tersebut, maka 

dokter dengan pihak manajerial rumah sakit 

menyatakan bahwa perlunya suatu penataan 

kaidah dalam penegakkan diagnosa medis 

dan tindakan medis dalam satu sistem yaitu 

pembuatan pathway klinik (clinical pathway), 
karena berdasarkan pengalaman bahwa su-

dah dibuatnya clinical pathway di RS terse-

but, tetapi baru 5 buah di SMF Penyakit Da-

lam, pihak RS banyak diuntungkan. Clinical 

pathway juga sangat berperan dalam menen-

tukan unit cost rumah sakit, sehingga pihak 

manajerial mudah sekali memetakan mana 

yang merugi dan mana yang menguntung-

kan, serta bisa membuat suatu kebijakan 

keuangan dan tarif yang baru. Sehingga tidak 

akan merugikan dari berbagai pihak.

Badan khusus penengah permasalah-
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an untuk masalah penerapan sistem JKN di 

rumah sakit. Berdasarkan wawancara men-

dalam pada informan, bahwa pihak rumah 

sakit sudah membentuk suatu tim khusus 

yang menangani permasalahan antara pihak 

komite medik dengan dewan direksi guna 

mengatasi masalah sistem JKN, yang berna-

ma Clinical Micro System. Menurut informan 

triangulasi 1, RS ini perlu membentuk Clini-

cal Micro System yang berguna untuk mem-

veriikasi diagnosa dan tindakan medis dari 
dokter sebelum ke veriikator BPJS. Menurut 
informan triangulasi 3, rumah sakit ini sudah 

melakukannya, dengan solusinya adalah 

membentuk Clinical Micro System. Anggo-

ta dari Clinical Micro System adalah rekan 

rekam medis dan koding. 

Pada saat diterapkannya BPJS Keseha-

tan sebagai metode pembayaran, maka pi-

hak RS X langsung membentuk tim khusus 

yaitu Clinical Micro System atas arahan dari 

manajerial RS X bersama Komite Medik. Tim 

Clinical Micro System selain sebagai penen-

gah permasalahan dari dokter dengan BPJS 

Kesehatan, juga menjaga citra pelayanan 

kesehatan dokter dan tim medis kepada 

pasien, karena RS X ini merupakan BLUD. 

Tim Clinical Micro System sendiri langsung 

dibawah kendali dari Komite Medik bersama 

Direktur RS, dan badan pengelolanya adalah 

Unit Asuransi. Hal yang diharapkan adalah 

meminimalisir kasus yang sering terjadi pada 

sistem JKN, dimana dokter yang bertugas 

harus bekerja sesuai dengan ilmu yang dimi-

liki dan sesuai dengan kompetensinya, yang 

selalu diukur oleh Komite Medik. Sedangkan, 

masalah klaim adalah urusan dari manajerial, 

dan tim medis yang bertugas harus beker-

jasama untuk membuat suatu komitmen ten-

tang pelayanan yang memuaskan. 

PENUTUP

Terjadi perbedaan diagnosa dan tindakan 

medis standard pelayanan medis dokter di 

RS dengan standard INA-CBGs misalnya Ke-

tuban Pecah Dini (KPD) harus dilakukan Sec-

tio Caesarea (SC) maksimal 6 jam sedang-

kan INA-CBGs lebih dari 24 jam.

Hal yang segera dilakukan adalah pem-

buatan clinical pathway untuk diagnosa terse-

but, sehingga didapatkan tindakan yang te-

pat, serta bisa menghitung angka kebutuhan 

untuk klaim. Tim clinical micro system juga 

harus segera bertindak untuk menangani 

masalah tersebut, sehingga benturan antara 

dokter dengan BPJS Kesehatan tidak terjadi. 

Serta memberikan usulan kepada pihak JKN 

untuk merevisi hal tersebut, dan memperbaiki 

sistem INA-CBGs.
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